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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR 

DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN 

NOMOR : 718/PID.SUS/2016/PN.PALEMBANG) 

Perlindungan yang telah dibebankan oleh hukum, berkenaan adanya hak 

dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya sehingga dapat melakukan tindakan 

hukum. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tulisan ini membahasan 

mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Memperoleh pembebanan perlindungan yang dikandung muatan produk 

perundang-undangan hukum positif merupakan hak dari setiap anak, perwujudan 

perlindungan untuk anak berarti membangun nilai-nilai keadilan dalam 

masyarakat, sebab dimaksudkan untuk tercapainya hak-hak anak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur 

korban kekerasan menurut hukum positif Indonesia ? Bagaimana pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan anak dibawah 

umur Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang ? ? Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dibawah 

umur korban kekerasan serta mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif penelitian yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab 

itu sering disebut “penelitian kepustakaan” 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan 

Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan kasus Pasal 80 

ayat  (1) jo pasal 76C UU RI NO.  35 tahun 2014   Tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah dipertimbangkan oleh hakim 

berdasarkan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan. 

 

 

Kata kunci : Perlindungan Anak dibawah Umur,Putusan Hakim,Tindak 

Pidana Kekerasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang 

HukumPidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaa 

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

Undang – Undang merumuskan suatu Undang – Undang mempergunakan istilah 

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 

hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 

abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 

pidana,sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari – hari dalam kehidupan masyaraka
1
. kejahatan atau tindak pidana pada 

dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik 

itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi 

korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang 

sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada 

                                                           
1 Kartonegoro, “Diktat Kuliah Hukum Pidana”, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta , hlm 62. 
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di sekitarnya.
2
Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus  cita-cita  bangsa 

memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa 

mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab  itu,  maka  

mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka  

perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, 

segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan 

termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina 

anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  

masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya. 3 

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya 

yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :  

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan        

mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi 

dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal 

berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan 

seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.  

2. Hak terhadap perlindnungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang 

                                                           
2
 Abu Huraerah, 2012, Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa Cendekia,, Bandung 

hlm. 21. 

 
3
 Edi Suharto, 2004. Kebijakan dan Progam Perlindungan Anak Berbasis Komonitas. 

Tegal.hlm.144 
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meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan 

keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi 

anak .dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.  

3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak 

anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan 

hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, 

mental, spiritual, moral dan sosial anak.  

4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak 

untukmenyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
4
 

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat 

mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual. Padahal,  kekerasan  yang  bersifat 

psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak  buruk  dan  permanen 

terhadap anak. Karenanya, istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak 

bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (physical) hingga seksual (sexual  

abuse) ; dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial  (socail  abuse)  

yang berdimensi kekerasan stuktural.5
 

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002  tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan undang-

undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-

                                                           
4
M.Nasir Djamil,, 2013. Anak Bukan Untuk diHukum,Sinar Grafika,Jakarta hlm. 14-16. 

 
5
 Edi Suharto, Op. Cit.hlm.144 
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Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi sebgaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak 

sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari 

segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya 

perlanggaran hak asasi manusia.
6
 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi 

ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah 

dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan 

dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi 

secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi 

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, 

anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyadang cacat dan anak 

korban perlakuan salah dan penelantaran. Tindak pidana yang menimpa korban 

merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi 

                                                           
6
 Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP. 

Jakarta: KENCANA ,hlm.265 
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merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri 

seseorang.
7
di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak 

asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan 

perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang- undangan. 

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan 

perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang 

mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang 

didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan 

konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-

lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah 

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 

(fundamental right and freedoms ofchildren) serta sebagai kepentingan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan anak. 

Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
8
permasalahan multidimensi yang di alami keluarga, yaitu antara lain 

                                                           
7 Moerti Hadiati Soeroso, 2011,Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Yuridis Viktimologis. Sinar Grafik. hlm. 115. 

 
8
 Ruslan Renggong, Op. Cit ,hlm.266. 
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kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah 

tangga, ketidak harmonisan di dalam keluarga, dan lain-lain, seringkali memicu 

orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan 

emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik kepada anaknya.sementara dari 

pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan 

yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang 

lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran  empuk  bagi pelampiasan emosi 

orang tua dan dewasa lainnya.di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, 

seringkali orang  tua  dan  orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan 

yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Hal ini 

menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekusaan orang tua atau orang dewasa yang 

lebih dewasa usianya dari anak. Mereka mengontrol dan menekan anak dengan 

cara-cara yang  melampaui batas kewenangannya. Misalnya, orang tua yang 

menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik 

matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman 

sebayanya. Dari contoh tersebut terlihat jelas betapa orang tua dan orang dewasa 

lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak. 

tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena 

kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat 

pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa  persoal yak untuk 

dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat an- 

persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intem keluarga dan tidak 

la sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung 
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dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.
9pelaku kekerasan yang 

korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 

hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada 

anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar 

belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 

(tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
10

 

Sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka tertarik 

untuk mengkaji kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam melindungi 

anak  dari kekerasan.perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk 

mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya
11

.kekerasan 

adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang 

terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun 

psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.
12

kompleksnya permasalahan 

kekerasan terhadap anak, maka perlu upaya untuk melihat bagaimana program 

                                                           
9Suryadi,2019,Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan. 

Retrieved.AprilJumat,2019fromhttp://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611. 

 

10
 Sholeh Soeaidy, dan Zulkhai, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Noviando 

Pustaka Mandiri, Jakarta hlm. 2. 

 
11

 Shanty Dellyana, (1988). Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. 

 

12 Erfaniah Zuhriah,( 2008), Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan 

Pasang Surut, UIN Press, Malang, hlm.23. 
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penanganan korban kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kegiatan 

pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan 

tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-

prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia 

dalam penanganan korban kekerasan terhadapat anak, dan untuk memperoleh 

gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar 

prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, 

advokasi, pendampingan, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak.
13

 

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti oleh penulis 

sebagai tugas akhir. judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus 

Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang). 

A. Permasalahan 

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban 

kekerasan menurut hukum positif Indonesia ? 

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

tersangka kekerasan anak dibawah umur Putusan Nomor 

718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang ? 

                                                           
13

 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,,2011.,Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Permpuan). Bandung: Refika Aditam. hlm. 28. 
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B. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan 

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dan 

penelitian ini yang bersangkut paut dengan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap 

Tindak Pidana Kekerasan Anak dibawah umur Putusan Nomor 

718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang: 

1. Penerapan Perlindungan hukum terhadap tindak pidana Putusan 

Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang.2. 

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan 

Perkara Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang. 

C. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan 

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan 

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi pidana adalah pemberian ancaman hukuman yang 

bersifat penderitaan dan siksaankepada seseorang yang bersalah 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.  
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2. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsenga 

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.3. 

3. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, 

seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.4. 

4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 5. 

5. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau 

perkara, masalah yang diujikan di pengadilan merupaka keadaan 

atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau 

suatu hal. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering 

disebut “penelitian kepustakaan”.Dalam peneltian ini, penulis ingin menemukan 

dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas 

untuk mendekati onjek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari: 

A. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang 

mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD)1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang. 

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: 

1. Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian; 

2.Hasil penelitian dari para sarjana; 

3.Literatur dan hasl penelitian. 
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C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya 

diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain 

sebagainya. 

3. Teknik Analisi Data 

Pengumpulan datapenelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan (library research). Dalam 

studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis 

yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, 

internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulan, diklarifikasikan, 

kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan 

efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan 

dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal 

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil 

analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. 
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E.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan 

sistematika sebagai barikut: 

Bab I Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan objek penelitian, yaitu : 

1.Tinjauan tindak pidana. 

2.Tinjauan tindak pidana Khusus 

3.Tinjauan tindak pidana kekerasan. 

4.Tinjauan Undang-undang perlidungan anak. 

5.Tinjauan Putusan hakim. 

6.Tinjauan Pembuktian. 

Bab III Merupakan: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekersan 

menurut hukum positif Indonesia. 

2.  Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan anak dibawah 

umur Putusan Perkara   Nomor718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang. 

Bab IV Berisikan : 

Kesimpulan,dansaran-saran 
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